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A. Pendahuluan 
Penegakan hukum bukanlah se-
mata-mata berarti pelaksanaan perun-
dang-undangan, walaupun di dalam 
Kenyataannya di Indonesia kecen-
drungannya adalah demikian, sehingga 
pengertian law enforcement begitu  po-
puler.  Selain itu, ada   kecendrungan   
yang  kuat untuk mengartikan   pene-
gakkan   hukum  sebagai  pelaksanaan  
keputusan – keputusan hakim. Pen-
dapat-pendapat yang demikian me-
nurut hamat penulis kiranya agak sem-
pit dan mempunyai kelemahan-ke-
lemahan, apabila pelaksanaan perun-
dang-undangan ataun keputusan-kepu-
tusan hakim tersebut malahan meng-
ganggu kedamaian di dalam pergaulan 
hidup masyarakat. 
Berdasarkan penjelasan di atas, 
dapatlah ditarik suatu kesimpulan se-
mentara, bahwa masalah pokok pe-
negakan hukum sebenarnya terletak 
pada faktor yang mempengaruhinya. 
Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 
yang netral, sehingga dampak positif 
atau negatifnya terletak pada faktor-
faktor tersebut. Faktor-faktor di-
                                                 
1 Staf pengajar Fak. Hukum Universitas 
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maksud menurut Soerjono Soekanto 
adalah : 
1. Faktor hukumnya sendiri. 
2. Faktor poenegak hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni ling-
kungan dimana hukum tersebut    
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai 
hasil karya,cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di 
dalam pergaulan hidup (Soerjono 
Soekanto: 1983)  
Kelima faktor tersebut saling 
berkaitan satu dengan yang lainnya, 
oleh karena merupakan esensi dari 
penegak hukum, juga merupakan tolok 
ukur dariu pada efektifitas penegak 
hukum. 
Bila dilihat masalah penegak 
hukum, erat kaitannya dengan kebija-
kan kriminal (Criminal Policy),  
Sudarto, yang dikutip oleh Barda 
Nawawi Arief,  mengemukakan tiga 
arti mengenai kebijakan kriminal, 
yaitu: 
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a. Dalam arti sempit, ialah kese-
luruhan asas dan metode yang 
menjadi dasar dari reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang berupa 
pidana. 
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan 
fungsi dari aparatur penegak 
hukum, termasuk di dalamnya 
cara kerja dari pengadilan dan 
polisi. 
c. Dalam arti paling luas (yang 
beliau ambil dari  Jorgen Jepsen), 
ialah keseluruhan kebijakan, yang 
dilakukan melalui perundang-
undangan dan badan-badan resmi, 
yang bertujuan untuk menegakan 
norma-norma sentral dari ma-
syarakat (Barda Nawawi Arief: 
1990 ) 
Penegakan hukum juga tidak 
dapat dipisahkan dengan politik 
kriminal maupun politik sosial, 
kebijakan atau upaya penanggulangan 
kejahatan pada hakikatnya merupakan 
bagian dari upaya perlindungan 
terhadap masyarakat (social defence) 
dan upaya mencapai kesejahteraan 
masyarakat (social welfare). Oleh 
karena itu dapat dikatakan, bahwa 
tujuan akhir atau tujuan utama dari 
politik kriminal menurut hemat penulis 
ialah “perlindungan masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat 
untuk mencapai kesehjateraan masya-
rakat”. 
Penegasan perlunya upaya pena-
nggulannya kejahatan diintegrasikan 
dengan keseluruhan kebijakan sosial 
dan perencanaan pembangunan (nasio-
nal), terungkap dalam  pernyataan-
pernyataan sebagai berikut: 
Sudarto mengemukakan bahwa : 
Apabila hukum pidana hendak 
dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-
segi negatif dari perkembangan masya-
rakat/modernisasai antara lain penang-
gulan kejahatan, maka hendaknya 
dilihat dalam hubungan keseluruhan 
politik kriminal atau sosial defence 
palnning dan ini pun harus merupakan  
bagian integral dari rencana nasional  (  
Sudarto : 1981). 
Kongres PBB ke-4 mengenai 
Prevention of crime and the treetment 
of Offenders tahun 1970 yang tema 
sentralnya membicarakan masalah 
“Crime and Development” juga pernah 
menegaskan : “any dichotomy between 
a contry”s policies for social defence 
and its planning for national 
develoment was unreal by definitions”. 
Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di 
Havana, Cuba, juga masih mengakui 
perlunya pendekatan kebijakan 
integral seperti yang digariskan dalam 
kongres-kongres terdahulu. Hal ini 
dilihat di dalam dokumen kongres 
yang berkode A/CONK.144/L./.5 
mengenai : international coperation 
for crime prevention ang criminal 
justice in the context fior 
development” yang menyatakan : 
Conviced that prevention and 
criienal justice in the context of 
devloment should be oriented 
towards the observance of the 
principles contained in the 
Ceraceas Declaration, in the 
Milan Plan of action. The Guiding 
Principiles fror Crime Prevention 
and a New International 
Economic order and other 
relevant resolution and 
recommendations on the of 
prevention Crime and the 
Treatment of Offenders. 
Bertolak dari konsepsi kebijakn 
intergal yang demikian itu, maka kebi-
jakan penanggulan kejahatan tidak ba-
nyak artinya apabila kebijakan sosial 
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atau kebijkan pembangunan itu sendiri 
justru menimbulkan faktor-faktor 
kriminogen dan victimiogen. 
Bila dilihat laporan I kongres PB 
ke-6 yang membicarakan “Crime trend 
and crime preveniton strategies “ 
terlihat suatu penegasan bahwa : 
(1). Pembangunan itu sendiri pada 
hakekatnya memang tidak bersifat 
kriminogen, khususnya apabila 
hasil-hasil itu didistribusikan 
secara pantas dan adil kepada 
semua rakyat serta menunjang 
seluruh kondisi sosial. 
(2). Namun Demikian, pembangunan 
dapat bersifat kriminogen atau   
dapat meningkatkan kriminalitas 
apabila pembangunan itu: 
a.  tidak direncanakan secar sosial. 
b.  perencanaannya timpang atau 
tidak seimbang. 
c.  menghabiskan nilai-nilai kultu-
ral dan moral. 
d. tidak mencakup strategi per-
lindungan masyarakat  yang in-
tergal. 
Dengan penegasan di atas jelaslah, 
bahwa dilihat dari sudut politik 
kriminal, masalah strategis yang justru 
harus ditanggulangi ialah masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial 
secara langsung dan tidak langsung 
dapat menimbulkan atau menumbuh 
suburkan kejahatan seperti pengaruh 
Narkotika dan Psikotropika terhadap 
kriminalitas di dalam masyarakat. 
Narkoba dan obat-obat Psiko-
trofika sudah merambah kemana-
mana. Yang menjadi sasaran bukan 
saja hanya tempat-tempat hiburan 
malam, tetapi sudah merambah ke-
daerah pemukuman, kampus bahkan 
sekolah-sekolah (0.C. Kaligis : 2007). 
Di wilayah hukum  Poltabes 
Jambi dari hasil pengamatan penulis 
peredarannya merambah kesemua 
golongan, anak-anak, remaja, orang 
dewasa, dan bila dilihat dari status 
sosial tidak saja masyarakat biasa yang 
mengkonsumsinya, namun sudah 
terkontaminasi pada Pegawai Negri, 
aparat penegak Hukum, bahkan pada 
Anggota Dewan. 
Dengan semakin maraknya pe-
redaran dan pemakai narkotika dan 
psikotropika     yang terjadi di dalam 
wilayah    hukum Poltabes   Jambi, ini 
berarti memerlukan penanganan segera 
terutama dalam penegakan   hukum 
terhadap para pengedar, bandar, dan 
pemakai sampai keakar - akarnya  
sehingga dapat memutus mata rantai 
peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika dan psikotropika .  
Mengenai  pengertian  narkotika 
itu   sendiri   di  dalam Pasal 1 butir 1 
Undang-Undang Nomor : 22 
Tahun 1997 tentang Narkotika di-
jelaskan : 
Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman bik sintesis maupun semi 
sintesis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan ,yang 
dibedakan kedalam golongan – golo-
ngan sebagaimana terlampir dalam 
undang-undang ini atau yang ke-
mudian ditetapkan dengan Keputusan 
Menti Kesehatan. 
Sedangkan Psikotropika sebagai-
mana dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 
Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1997 
adalah : “Zat atau obat, baik alamiah 
maupun sintesis bukan narkotika, yang 
berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh 
selektif pada susunan sarat pusat yang 
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menyebabkan perubahan khas pada 
aktivitas mental dan prilaku”. 
Dari ketentuan tersebut di atas,  
dapat disimpulkan  antara  Narkotika  
dan Psikotropika  tersebut terdapat 
perbedaan, dimana  Psikotropika  bera-
sal  dari  zat  atau  obat, baik  alamiah 
mapun sistesis. Sedangkan  Narkotika   
adalah  sejenis zat atau obat  yang  
berasal  dari tanaman atau bukan  
tanaman  baik sistesis  maupun  semi 
sistesis. Bila  dilihat  dari  persamaan  
kedua  jenis  obat  tersebut  dapat  
menyebabkan  penurunan  atau  peru-
bahan  pada  kesadaran bagi  diri  si-
pemakainya  dan dapat menyebakan  
timbulnya  ketergantungan  dan mem-
bahayakan  kesehatan. Oleh karena  itu  
terhadap  peredaran obat-obatan ter-
sebut  selalu  diawasi dengan ketat, hal  
ini  untuk menghindari agar jangan  
sampai  terjadi  penyalahgunaan 
pemakaiannya. 
B.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan utama 
di atas, maka  untuk mempfokuskan 
penelitian dalam tesis  ini   adalah: 
1. Bagaimana  Penegakan Hukum 
Terhadap Pelaku  Penyalahgunaan 
Narkotika  dan Psikotropika  Dila-
kukan ? 
2. Kendala  Apa  Saja  yang  ditemui  
dalam Melakukan Penegakan  Hu-
kum Terhadap Pelaku  Penyalah-
gunaan  Narkotika  dan Psikot-
ropika ? 
3. Upaya  apa  saja  yang  dilakukan  
dalam mengatasi kendala/perma-
salahan  yang  terjadi ? 
C.  Pembahasan 
1. Tindakan  Yang  Dilakukan  
Dalam Penegakan  Hukum Ter-
hadap Pelaku Penyalahgunaan  
Narkotika  dan Psikotropika. 
Bila   dilihat   pengaruh  yang  di-
timbulkan  dari bahaya  Narkotika  dan 
Psikotropika  tersebut pada  prinsipnya   
digolongkan  ke-dalam dua  jenis 
yakni: 
1.   Jangka  Pendek. 
- Kenikmatan sesaat : meng-
hilangkan  stress, perasaan  ge-
mbira terus dan bebas. 
- Menghilangkan rasa sakit, rasa  
lapar dan keinginan bercinta. 
- Menimbulkan rasa ngantuk jika  
dosis meingkat, mabuk. 
- Kematian akibat  dosis  ber-
lebihan. 
2.  Jangka  Panjang 
- Impotensi, kekebalan tubuh 
menurun, menganggu partum-
buhan janin dalam kandungan. 
- Denyut  jantung  tidak  teratur, 
pendarahan pada  otak serta  
stroke. 
Dengan  memperhatikan  kembali 
penjelasan  di atas,  ditambah  dengan  
adanya  perkembangan  gerak  yang  
demikian cepat  menyentuh  semua  
lapisan,  maka  wajarlah  jika  seluruh  
umat  manusia sepakat  untuk 
menyatakan  revolusi  atau  perang 
terhadap  neo-imperialisme pembusu-
kan generasi. (Rovolusi  dalam arti  
yang  seluas-luasnya adalah suatu 
perjuangan  atau perubahan  mengikuti 
kehendak  zaman  yang  cepat, dan 
tidak selalu harus  disertai  dengan  
penggunaan fisik apalagi  senjata  atau 
kekerasan. Artinya  tuntutan menggilas 
kejahatan  yang  kondisi obyektifnya  
bergerak  cepat  dan  sangat  memba-
hayakan). 
Perlu   diketahui  bahwa  pem-
berantasan neo-imperialisme  tidak  
mungkin dapat  dimusnahkan  hanya 
oleh kekuatan  yang  terpetak-petak, 
tetapi  harus  digempur secara  
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progresive-revolusioner yang  melibat-
kan  seluruh kekuatan sumber  daya  
manusia (bangsa), khususnya pere-
daran ilegal Narkotika dan Psiko-
tropika. Pasalnya  kejahatan tersebut  
sudah merupakan sindikat  kejahatan  
internasional,  fenomena  gunung es, 
bersistim sel-cut  dengan mobilitas  
tinggi serta  memiliki  sasaran  obyek 
pilar-pilar  utama  kehidupan umat  
manusia yaitu  ekonomi, budaya, 
sosial, politik, pertahanan, agama dan 
lain sebagainya. Ada  beberapa  lang-
kah  yang  dapat  ditempuh  untuk  
menjalankan  revolusi  untuk meluluh-
lantahkan peredaran  ilegal  narkotika 
dan  psikotropika baik  yang  bersifat  
prepentif, represif, kuratif yang  
meliputi  unsur  treatmen-rehabilitatif. 
Upaya tersebut  tentunya harus  di--
mulai  dari  pribadi agar  tetap  insyaf 
dan  sadar  terhadap  perannya,  se-
bagai mahluk  ciptaan Tuhan sekaligus  
sebagai mahluk  sosial yang  memiliki  
rasa  tanggungjawab dan kewajiban,  
rela  membela kelang-sungan  hidup  
umat manusia  yang  menjunjung  
tinggi  nilai-nilai agama dan prike-
hidupan. Sedangkan  sebagai warga  
negara,  berkewajiban  berpartisipasi  
aktif  berjuang   membela  keagungan   
martabat-wibawa bangsa  dan negara  
sesuai pedoman pandangan hidup  se-
cara  lurus  dan benar.  Bagi  peme-
rintah  khususnya  instansi  terkait dan 
Polri,  yang  diberi tugas  sebagai alat  
negara  penegak hukum, pelindung  
dan pelayan  masyarakat sangat  berke-
wajiban  secara  bersih, jujur dan pe-
nuh  tanggung jawab mencegah mem-
berantas menanggulangi agar  negara  
dan bangsa terhindar  dari  ancaman – 
ancaman  faktual  dampak masalah  
ini.  Segala  daya – upaya  akan  ber-
hasil  melalui penggalangan satu  kesa-
tuan tekad, satu kesatuan kemauan dan  
satu  kesatuan  yang  dinamis. 
Sehubungan  dengan  upaya  yang  
dilakukan dalam penegakan hukum 
terhadap penyalahgunaan Narkotika  
dan Psikotropika di Kota Jambi, dari   
hasil wawancara  penulis  dengan  Ka-
sat  Narkoba  Poltabes Jambi,  adapun 
upaya  yang  dilakukan oleh Poltabes  
Jambi  dalam Penegakkan  hukum  
terhadap Penyalahgunaan   Narkotika  
dan Psikotropika   diantaranya: 
1.  Upaya  Pre emtif. 
2.  Preventif. 
3.  Represif. 
4. Treatman and rehabilitation 
(AKP, Irwan : 2008) 
 Untuk  lebih jelasnya  mengenai  
ke  empat  upaya  penegakan hukum 
terhadap penyalahgunaan  Narkotika  
dan Psikotropika  tersebut  di atas, da-
pat  dilihat  pada  penjelasan berikut di 
bawah  ini: 
Ad.1 Upaya  Pre  emtif 
Pre emtif   berasal  dari istilah  
Inggris  terdiri  dari  dua  suku kata  
yaitu pre dan empty. Pre berarti  dulu 
atau sebelumnya. Sedangkan  empty 
kosong, maksudnya  mengosongkan  
atau meniadakan. Jadi  preemtif adalah 
upaya  meniadakan  suatu  per-buatan 
menyangkut kepentingan orang ba-
nyak sebelum perbuatan itu terjadi. 
Upaya  tersebut  dengan  cara  menge-
liminir faktor korelatif kriminogen.  
Atau  dengan  bahasa kriminologi 
berarti  menghilangkan faktor –faktor  
yang  mendasar. Upaya   penang-
gulangan  dengan melakukan  tindakan 
preemtif  terhadap  tindak pidana  Nar-
kotika dan Psikotropika  yaitu dengan  
cara  menghilangkan  faktor   men-
dasar  penyebab terjadinya penyalah-
gunaan. Upaya  yang  dilaksanakan  
dengan cara Preemtif, menurut  Kasat  
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Narkoba, di sini  lebih banyak  mengu-
tamakan kampanye membangun kesa-
daran  masyarakat, yaitu  dengan  cara: 
a.  Menentukan tingkat /luas  perma-
salahan  penyalahgunaan  narko-
ba. 
b.  Pencegahan  melalui  lalui  pen-
didikan. 
c.  Pencegahan  di tempat  kerja. 
d. Program   pencegahan  oleh    ke-
lompok  perorangan, masyarakat,  
kelompok  khusus dan badan-ba-
dan penegak hukum. 
e.  Kegiatan  di masa  luang/seng-
gang untuk membantu  usaha  ber-
lanjut melawan penyalahunaan  
Narkoba. (AKP, Irwan : 2008)  
Ad.2. Preventif. 
Preventif atau pencegahan tindak 
pidana  Narkotika dan Psikotropika  ti-
dak  hanya dengan melaksanakan pen-
jagaan  dan patroli saja. Tetapi  juga  
melakukan  tindakan pencegahan lain  
berupa: 
a.  Meningkatkan  sistem pengawa-
san  terhadap  Narkotika  dan Psi-
kotropika   yang  berasal  dari luar  
negeri. 
b.  Mengadakan pengawasan  terha-
dap  Narkotika  dan Psikotropika  
untuk pengobatan/yang  diguna-
kan  secara  wajar. 
c.  Meningkatkan/memantapkan  pe-
ngawasan terhadap  lalu lintas  
peredaran  Narkotika dan Psikot-
ropika di tingkat  Internasional. 
d.  Pengawasan terhadap  gerakan-ge-
rakan  komersial perdagangan dari  
zat pemula (precusor). 
e.   Pengawasan terhadap  analog zat-
zat yang  berada di bawah  inter-
nasional. 
f.    Pemusnahan  ladang-ladang  Nar-
kotika dan Psikotropika. 
Ad.3.  Represif 
Sedangkan  represif adalah upaya  
penanggulangan  Narkotika  dan Psi-
kotropika  dalam  bidang  penegakan  
hukum  berupa: 
a.  Penghancuran  jaringan utama  pe-
redaran gelap. 
b. Pengembangan teknik  control de-
livery (pengiriman yang  terken-
dali). 
c.   Pengadaan pasilitas ekstradisi. 
d.  Bantuan  bersama  di bidang hu-
kum  dan peradilan. 
e.  penggunaan sampel sebagai  ba-
rang  bukti  untuk penyitaan  da-
lam jumlah  yang  besar. 
f.  Pemantapan  peraturan perun-
dang-undangan. 
g.  Memperketat  pengawasan  perba-
tasan. 
i.  Pengawasan terhadap  jalur  dari  
darat, laut dan udara  serta 
perbatasan. 
J.  Pengawasan  terhadap  pengiriman 
pos dari luar  negeri  dan. 
k.  Pengawasan terhadap  kapal-kapal 
di  sungai dan  pesawat udara. 
Ad. 4. Treatment and Rehabilitation  
 Dalam hal penyalahgunaan Nar-
kotika  dan Psikotropika, selain  dibe-
rikan sebagai  pidana kepada  pelaku,  
juga harus  dilihat pelaku itu  sebagai 
korban. Oleh  karenanya  selain  di-
berikan sanksi pidana, pelaku  sebagai 
korban diupayakan  agar  mendapatkan  
perawatan  dan pemulihan  kembali se-
hingga  setelah selesai  menjalani  sa-
nksi (penjara) pidana,  pelaku  telah  
siap kembali  ke  masyarakat sebagai  
manusia-manusia baru. 
Adapun  tindakan  yang  dilaku-
kan  dalam perawatan dan pemulihan  
adalah  sebagai  berikut: 
a. Memilih  program-program  pera-
watan yang  sesuai. 
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b. Training  bagi petugas  yang  be-
kerja  dengan penderita  narkoba. 
c. Mengurangi timbulnya penyakit 
dan jumlah infeksi yang  dise-
barkan  melalui  kebiasaan – kebi-
asaan  memakai  narkoba. 
d. Menangani pelanggar-pelanggar 
pidana dalam sistim  pidana  dan 
lembaga  pemasyarakatan. 
e. Integrasi  kembali  ke masyarakat 
bagi  penderita yang  telah menga-
lami program perawatan dan pe-
mulihan. 
Berdasarkan  penjelasan di atas  
dapat  disimpulkan bahwa  akibat dari 
penyalahgunaan  Narkotika  dan Psi-
kotropika dapat  menghancurkan dan 
merusak  generasi muda selian dari itu  
lebih banyak  efek negatif yang  di-
timbulkan dari Narkotika  dan Psikot-
ropika dari pada  keuntungan  yang   
bisa  diperoleh oleh   karena itu  perlu  
upaya  yang  dilakukan  dalam penega-
kan hukum  terhadap  penyalahgunaan  
Narkotika  dan Psikotropika. 
B. Kendala  Dalam Penegakan Hu-
kum  Terhadap Pelaku  Penya-
lahgunaan  Narkotika  dan Psi-
kotropika. 
Sehubungan  dengan  upaya  Pol-
tabes  Jambi  dalam  melakukan  pene-
gakan hukum  terhadap  pelaku penya-
lahgunaan Narkotika  dan Psikotropika  
tersebut  di atas,  diakui  oleh  Kapol-
tabes Jambi masih  ditemui  berbagai 
kendala  yang  kendala  tersebut   me-
nurut  Kapoltabes  Jambi  yakni: 
1. Sarana  dan Prasarana  yang  di 
miliki  untuk saat  ini  masih  di 
rasakan kurang. 
2. Personil  yang  ditempatkan  pada  
Unit satuan  Narkoba  sungguh   
sangat  tidak  seimbang bila  di-
bandingkan  dengan luasnya  wi-
layah  yang  di jadikan target ope-
rasi razia  narkoba. 
3. Kurangnya  pro aktif masyarakat  
dalam memberikan  informasi  ter-
hadap  pihak-pihak  yang  terlibat 
dalam penyalahgunaan Narkotika  
dan Psikotropika. 
4. Dalam melakukan  Rahazia di La-
pangan  aparat  kita   sering mene-
mukan oknum anggota TNI  be-
rada  di lokasi. 
5. Transaksi  Narkoba  dilakukan  se-
cara   rahasia  sehingga  sulit  un-
tuk  dilaca atau  di jaring. 
6. Produsen, Bandar, Pengedar, Pe-
makai  saat  ini   sangat hati-hati 
selaki melakukan aksinya  sehing-
ga  anggota  kita  sulit  untuk ma-
suk  melakukan penyamaran (Ko-
mbes Pol., Eko Daniyanto:   
2008).    
Menurut  Kasat Narkoba  Poltabes 
Jambi kendala yang  dihadapi  dalam 
melakukan penegakan hukum  ter-
hadap  Penyalahgunaan Narkotika  dan 
Psikotropika  adalah:  
- Peredaran  Narkotika  dan Psikot-
ropika  banyak  di  beking oleh 
Oknum anggota  ABRI. 
- Sewaktu   melakukan  razia  ke  
tempat hiburan kita  sering  mene-
mukan  oknum anggota  ABRI  di 
TKP. 
- Dalam melakukan operasi/razia  di 
tempat-tempat  hiburan  atau ho-
tel-hotel para  pemakai  sudah  ti-
dak ada lagi alias  informasi  su-
dah  ada yang membocorkan. 
- Barang  bukti  sulit  untuk  di 
dapat karena   dalam pemakaian   
menggunakan   teknis  pemesanan  
dan  sangat rahasia  sekali. 
- Jaringan   pemakai  dan peredaran 
sudah  sangat  luas  sekali se-
hingga  kekurangan  tenaga  untuk 
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melakukan penertipan  dan penga-
wasan. 
- Peredaran penyalahgunaan Narko-
ba semangkin tahun semangkin  
meningkat  hal ini  disebabkan ja-
ringan mereka  semangkin cang-
gih  di dalam operasi mereka 
(AKP Iwan Ridwan : 2008)  
 
C. Upaya  Yang  Dilakukan  Dalam 
Mengatasi Penyalahgunaan  Na-
rkotika  dan Psikotropika. 
Dari wawancara  penulis  dengan  
Ketua  MUI Propinsi Jambi  upaya  
yang  dilakukan  untuk mengatasi  
kendala  dalam penegakan hukum  ter-
hadap  pelaku penyalahgunaan Narko-
ika  dan Psikotropika  khususnya  di 
kota  Jambi adalah: 
    Agar  sanksi  pidana  yang  
dijatuhkan  terhadap para  pelaku    le-
bih tinggi lagi   sehingga  dapat mem-
bawa efek jera  pada  yang  lain, bila  
kita   perhatikan putusan yang   sudah 
banyak dijatuhkan oleh  pengadilan  
sungguh sangat  rendah  sehingga tidak  
mendidik  dan tidak membuat yang   
lain  takut  untuk melakukannya ( 
Sulaiman Abdullah, Ketua  MUI Jambi 
: 2008) 
Selanjutnya upaya yang perlu 
dilakukan dalam mengatasi  perma-
salahan terhadap Penyalahgunaan  
Narkotika  dan Prikotropika  tersebut  
di atas, menurut Bapak H. Sulaiman 
Abdullah :  
“Landasan Agama yang  kuat  me-
rupakan  kunci utama  dalam me-
nangkis bahaya Narkotika  dan Psi-
kotropika,  menurut  Islam, Narkoba 
berdasarkan  dalil, baik dari Al-Qur’an 
maupun  Sunnah Nabi adalah: 
1. Mudarat lebih besar dari pada 
mamfaatnya. 
2. Perbuatan keji, perbuatan setan, 
hukumnya  haram. 
3. Pengguna Narkoba mendapat  san-
ksi hukum. (Sulitman Abdullah, 
Ketua  MUI Jambi:2008).  
Dari wawancara  penulis  dengan 
Kapoltabes Jambi dimana beliau 
menjelaskan bahwa upaya  yang  di-
lakukan  dalam mengatasi  permasa-
lahan  dalam penegakan hukum terha-
dap Narkotika  dan Psikotropika  ada-
lah: 
Dimana  jajaran Poltabes Jambi  
akan  menambah  Personil  pada  Unit 
satuan Narkoba  sehingga  lebih  efek-
tif  dalam  melaksanakan tugasnya  
dalam mengungkap  para  bandar-ban-
dar  narkoba  yang   sulit  disentuh 
oleh hukum.  Kita  yakin  bila  para  
bandar sudah kita  tangkap,  dengan 
mudah  kaki tangannya  bisa  aman-
kan. Oleh karena  itu  peran serta  
masyarakat  agar  membantu  pihak 
Polri  khususnya  segera  melaporkan  
apabila  melihat dan mendengar  ada-
nya  peredaran Narkotika  dan Psikot-
ropika  di  tengah masyarakat. Ber-
kaitan  dengan adanya  oknum anggota  
TNI  yang  berada di  sekitar  tempat  
dijadikan target operasi,  dimana  Pi-
hak Kepolisian sudah   berkoordinasi  
antar pimpinan dan sepakat  bila  dila-
kukan razia terhadap narkoba   akan 
dibentuk tim gabungan dari Polri, 
Satpol PP dan  POM  ABRI sehingga   
resiko yang  tidak  diinginkan dapat 
diatasi (Kombes Pol. Eko Daniyanto-
:2008). 
Berdasarkan  penjelasan tersebut  
di atas dapat  disimpulkan  bahwa  
upaya  yang  dilakukan  dalam menga-
tasi  permasalahan  dalam penegakkan 
hukum terhadap penyalahgunaan  Nar-
kotika dan Psikotropika   di wilayah  
hukum kota Jambi,  dimana aparat  pe-
 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 N0. 2 Juli 2008 
ruslan gani 34 
negak hukum  saat ini  sudah  mela-
kukan  koreksi  internal  di dalam  
lingkungan kinerja masing-masing tu-
juannya tidak lain adalah untuk me-
nekan tingkat  kriminalitas   dibidang  
Narkotika  dan Psikotropika dimana  
saat ini sungguh  sangat mengkha-
watirkan  dan apabila  dibiarkan dapat 
merusak generasi  dimasa yang  akan 
datang. 
D.  Kesimpulan 
Dari  apa  yang  telah  dikemu-
kakan  pada  Bab-bab terdahulu, maka  
dapat penulis  tarik beberapa  kesim-
pulan sebagai berikut: 
1.   Pada  tingkat kepolisian tindakan 
yang  dilakukan  dilakukan  dalam 
penegakkan hukum terhadap  pe-
nyalahgunaan  Narkotika  dan Psi-
kotropika  di  Kota  Jambi   sudah  
dilaksanakan sesuai  dengan pe-
tunjuk-petunjuk yang di intruk-
sikan pimpinan, hal ini  dapat  di-
ketahui dari  berbagai  razia  yang  
dilakukan  oleh aparat  Kepolisian 
Poltabes  Jambi  ketempat-tempat  
hiburan  yang  ada  di kota  Jambi  
yang diindikasi  banyak dijadikan  
tempat transaksi peredaran, pe-
makaian, maupun penyalahgunaan  
Psikotropika  dan Narkotika, dan 
hasilnya  dimana  para pelaku ba-
nyak yang  terjaring  oleh tim 
satuan unit Narkoba Poltabes 
Jambi.   
2. Kendala yang  ditemui  dalam  pe-
negakan hukum terhadap penya-
lahgunaan Narkotika  dan Psikot-
ropika  di kota Jambi  adalah  Pa-
da  tingkat  Kepolisian  dimana ra-
sio anggota  satuan unit narkoba 
yang  ada   saat ini  hanya  ber-
jumlah 20  orang  bila  diban-
dingkan  dengan  luasnya  wilayah  
dan banyaknya  tempat hiburan 
dan hotel-hotel  dalam melakukan 
pengawasan maupun  razia  men-
jadi penghambat  bagi  aparat 
kepolisan Poltabes Jambi. Selain 
itu  dalam  operasi razia  di tem-
pat-tempat hiburan  sering ditemui  
oknum anggota  TNI  sehingga  
mempersulit proses pengge-
ladahan. Di samping  itu  dalam 
operasi/razia  yang  dilakukan ti-
dak berhasil  karena  sudah ada  
yang  membocorkan. 
3.   Upaya  yang  dilakukan  dalam 
mengatasi permasalahan dalam 
penegakan hukum terhadap  pe-
nyalahgunaaan Narkotika dan Psi-
otropika  dimana   aparat  penegak 
hukum terkait  telah mengusulkan  
pada  pimpinan  tertinggi  sehu-
bungan  dengan   banyaknya  ken-
dala yang mereka hadapi sehingga  
tidak menganggu  aktifitas  me-
reka  dalam melaksanakan  tugas  
dan tanggung  jawab  dalam pene-
gakkan hukum. 
B.   Saran 
1.  Diharapkan  agar  aparat  penegak 
hukum yang ada di kota Jambi le-
bih eksis dan konsen dalam  me-
akukan penegakkan hukum  ter-
hadap pelaku penyalahgunaan Na-
rkotika  dan Psikotropika  di Kota  
Jambi,  menginggat  untuk saat ini 
penyalahgunaan Narkotika  dan 
Psikotropika  sudah sangat  mere-
sahkan, dan telah mengancam  di-
berbagai segmen lapisan masya-
rakat mulai  dari kalangan rendah  
sampai pada  pejabat,  mulai  dari 
SMP sampai pada penguruan 
tinggi. 
2.   Dalam  melakukan  razia  hendak-
nya dibentuklah  tim  gabungan  
mulai  dari  tokoh masyarakat, 
Pom ABRI, Sat POL PP, sehingga 
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dapat terkontrol dalam melakukan  
penertibannya. 
3.   Kepada masyarakat diharapkan 
hendaknya  menjauhi barang   ha-
ram   yang  dapat  mengancam ke-
hidupan umat  manusia,  kepada   
orang  tua hendaknya  selalu  
mengawasi  anak-anaknya  teru-
tama   pergaulannya sehingga  ti-
dak   terpengaruh  pada  hal-hal  
dapat  merusak  masa depannya. 
Kepada masyarakat hendaknya  
mari  kita  memerangi  bahaya  
narkoba   di tempat lingkungan  
kita   berada, dan  jangan segan-
segan  melaporkan  kepada pihak  
yang  berwajib bila   melihat, 
mendengar  adanya peredaran, 
pemakaian dan perdagangan obat 
terlarang  tersebut. 
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